BUPATI NIAS
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN

Menimbang :

Mengingat

a.

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NIAS,

bahwa berdasarkan Pasal 323 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, apabila dalam waktu
1 (satu) bulan sejak diterimanya Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dari Kepala Daerah, DPRD tidak mengambil
keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, Kepala Daerah menyusun dan menetapkan
Peraturan Kepala Daerah  tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

bahwa Gubernur Sumatera Utara telah mengesahkan Rancangan
Peraturan Bupati Nias tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
dan Belanja Daerah Tahun Angggaran 2022 dengan Keputusan
Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/676/KPTS/2023
tanggal 23 Agustus 2023 tentang Pengesahan Rancangan
Peraturan Bupati Nias tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Angggaran
2022;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Angggaran 2022;

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);




10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dendgan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemermtahanr Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 }?\'omer %,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6864);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165},

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6847);




Menetapkan

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor
188.44.676/KPTS/2023 tanggal 23 Agustus 2023 tentang
Pengesahan Rancangan Peraturan Bupati Nias tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Angggaran 2022;

Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun
Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021
Nomor 27 Seri A);

Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Nias Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias
Tahun 2022 Nomor 29 Seri A);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa
laporan keuangan yang meliputi :

Laporan Realisasi Anggaran;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

g.

O R0 T

Neraca;

Laporan Operasional;

Laporan Arus Kas;

Laporan Perubahan Ekuitas; dan
Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan

kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan
daerah.




Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a
Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

a. Pendapatan ... Rp. 930.629.400.995,88
b. Belanja .coeeceeeeneeesnnenienieneeee Rp. 0945.354.132.460,48
Surplus/defisit  ..oveoeerneeeieee Rp. §14.724.731.464,6m
c. Pembiayaan :
- Penerimaan ..o.ceceseemesnssnseees Rp. 107.331.098.928,70
- Pengeluaran  ......oocoeoeeeemenneeee Rp. 0,00
Surplus/defisit ....cccciiimaeeeenee Rp. 107.331.098.928,70
Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai
berikut :
(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 6.236.656.579,12
dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran pendapatan setelah perubahan ............. Rp. 936.866.057 .575,00
b, RealiSstisl .c.cabilbessurersssmnsssssmanmmmyemonssaisdssarnne e Rp. 930.629.400.995,88
Selisih lebih/(kurang) .. Rp. 6.236.656.579,12

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 08.990.027.774,52 dengan
rincian sebagai berikut :
a. Anggaran belanja setelah perubahan
b. Realisasi

................... Rp. 1.044.344.160.235,00
......................................................... Rp. 945.354.132.460,48
Selisih lebih/(kurang) ... Rp.  98.990.027.774,52

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.(92.753.371.195,40)
dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/defisit setelah perubahan ..o Rp. (107.478.102.660,00)

T | U | | N Rp. (14.724.731.464,60)
Selisih lebih/(kurang) ... Rp. (92.753.371.195,40)

(4) Selisih ~ anggaran  dengan realisasi penerimaan  pembiayaan  sejumlah
Rp. (147.003.731,30) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 107 .478.102.660,00

b, Realisasl  ..cdlilleemeemcsmssmmmmssmenmmassssvanpmrammsss Rp. 107.331.098.928,70
Selisih lebih/(kurang) ... Rp. (147.003.731,30)

(5) Selisih  anggaran  dengan realisasi pengeluaran

pembiayaan  sejumlah
Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 0,00
b. Realisasi ...l cmssssssramamnsmmsnescasss aasas Rp. 0.00
Selisih lebih/(kurang) ... Rp. 0,00

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. (147.003.731,30)
dengan rincian sebagai berikut : |

a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan ....... Rp. 107.478.102.660,00

b. RBealisasi ...l cssmsmmmassiomamnssaegrosmmmses Rp. 107.331.098.928,70
Selisih lebih/(kurang) .. Rp. (147.003.731,30)




Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1
ayat (1) huruf b per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal ........oooooiiiiiiiins Rp. 107.278.102.660,97
b. Saldo Anggaran Lebih AKhir ... Rp. 92.606.367.464,10

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf ¢ per 31 Desember Tahun
Anggaran 2022 sebagai berikut :

A, JUMIAN ASEL  iirririrereeeeii e Rp. 1.940.694.689.102,19

b. Jumlah kewajiban ..o Rp. 38.222.247.446,60

c. Jumlah ekuitas dana  ..oecieiiiiii Rp. 1.902.472.441.655,59
Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun
yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut :

a. Jumlah Pendapatan ........occoeemienineeieniis Rp. 018.240.077.843,58

b. Jumlah Beban OpPerasi .......ccoveeerrmuenceeniiivinmiineinee. Rp. 860.487.298.395,03

c. Surplus (Defisit) - LO oo —— Rp. 57.752.779.448,55
Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun
yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2022............... Rp. 107.310.742.031,97

b. Arus kas dari aktivitas operasi = ..o Rp. 190.434.700.223,40

c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan Rp. (205.159.431.688,00)

d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan ... Rp. 52.996.267,73

e. Arus kas dari aktivitas non anggaran  .........c..e..ee. Rp. 32.100.134,00

f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2022  ............... Rp. 02.671.106.969,10
Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal .o Rp. 1.834.217.700.864,27
b. Ekuitas ARDIT oo Rp. 1.902.472.441.655,59

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun
Anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-
pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Nias ini, terdiri dari :
a. Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran
Lampiran 1.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan
pemerintahan daerah dan organisasi;




Lampiran 1.2 Rincian Laporan  Realisasi Anggaran  menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan

pembiayaan,

Lampiran 1.3 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;

Lampiran 1.4 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan

dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam
kerangka pengelolaan keuangan negara;

b. Lampiran II Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

¢. Lampiran III Laporan Operasional,

d. Lampiran IV Laporan Perubahan Ekuitas;

e. Lampiran V Neraca;

f. Lampiran VI Laporan Arus Kas;

g. Lampiran VII Catatan atas Laporan Keuangan;

h. Lampiran VIII  Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;

i. Lampiran IX Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih;

j. Lampiran X Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;

k. Lampiran XI Daftar Penyertaan Modal {investasi) Daerah,

1. Lampiran XII Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset
Tetap Daerah;

m. Lampiran XIII ~ Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;

n. Lampiran XIV  Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;

0. Lampiran XV Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;

p. Lampiran XVI  Daftar Dana Cadangan Daerah;

g. Lampiran XVII Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

r. Lampiran XVIII Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

s. Lampiran XIX  Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir

tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
t. Lampiran XX Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11
Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 diatur dengan Peraturan
Bupati.

Pasal 12
Peraturan Bupati Nias ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Berita Daerah ini

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gido
“rpadatanggal 30 A@MH«A 2023

"BUPATLNIAS,




